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ABSTRAK

PENGARUH STRATEGI BISNIS DAN TRANSFER PRICING TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh

PANCA WISESA

Skandal perpajakan seperti pandora papers, panama papers, dan lain-lain
menyadarkan bahwa penghindaran pajak merupakan hal yang nyata terjadi, namun
sulit untuk mendeteksi eksistensinya. Penghindaran pajak merupakan bagian dari
strategi bisnis perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu menghasilkan laba
maksimal, dan pada akhirnya, melindungi dan menjamin kepentingan pemegang
saham untuk memperoleh kekayaaan (penghasilan). Teknik penghindaran pajak
yang sering digunakan adalah Transfer Pricing. Pada Penjelasan Pasal 18 ayat (3)
UU PPh, penghindaran pajak banyak dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pihak
berafiliasi dengan kepemilikan saham paling sedikit 25%. Masih terdapat
inkosistensi hasil pada penelitian sebelumnya, oleh karena itu, pengaruh strategi
bisnis dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan konsentrasi
kepemilikan sebagai variabel moderasi masih menarik untuk diuji kembali dan
mungkin memberikan hasil pengujian yang berbeda bergantung isu dan peristiwa
selama periode penelitian. Pada penelitian ini, total sampel berjumlah 725
perusahaan-tahun. Sampel akan diuji dengan menggunakan Fixed Effect Model
(FEM). Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa strategi bisnis prospectors
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan
strategi bisnis defenders berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran
pajak. Kemudian, kami membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, kami membuktikan
bahwa konsentrasi kepemilikan dapat memperlemah pengaruh strategi bisnis
prospectors terhadap penghindaran pajak, namun tidak dapat memoderasi
hubungan antara strategi bisnis defenders terhadap penghindaran pajak. Terakhir,
kami membuktikan pula bahwa konsentrasi kepemilikan dapat memperkuat
pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak

Kata Kunci : strategi bisnis, transfer pricing, konsentrasi kepemilikan,
penghindaran pajak



ABSTRACT

THE EFFECT OF BUSINESS STRATEGY AND TRANSFER PRICING
TOWARDS TAX AVOIDANCE WITH OWNERSHIP CONCENTRATION
AS MODERATION VARIABEL

By

PANCA WISESA

Tax scandals like pandora papers, panama papers, etc have made us aware that tax
avoidance is real but difficult to detect its existence. Tax avoidance is part of
company's business strategy to achieve their goal of generating maximum profits,
and ultimately, protecting and guaranteeing the interests of shareholders to obtain
the wealth (income). The tax avoidance technique which often to use is transfer
pricing. At the explanation of article 18 paragraph (3) of the Income Tax Law, tax
avoidance is often carried out by 2 (two) or more affiliated parties with the share
ownership at least 25%. There are still inconsistencies results in previous studies,
therefore, the effect of business strategy and transfer pricing towards tax avoidance
with ownership concentration as a moderating variable is still interesting to test
again and may providing different results depending on the issues and events at
research period. In this study, total samples are 725 companies-year. The sample
will be tested using Fixed Effect Model (FEM). The statistical results shows that
the prospectors has a negative and significant effect towards tax avoidance, while
the defenders has a positive and significant effect towards tax avoidance. Then, we
proves that transfer pricing has a positive and significant effect towards tax
avoidance. Furthermore, we find that ownership concentration can weaken the
effect of prospectors towards tax avoidance, but it can not moderating the
relationship between defenders and tax avoidance. Last, we are also find that
ownership concentration can strengthen the effect of transfer pricing towards tax
avoidance.

Keyword : business strategy, transfer pricing, ownership concentration, tax
avoidance
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia telah dikejutkan oleh skandal Panama Papers dan Paradise Papers
dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, kolaborasi jurnalis dari International
Consortium of Investigative Journalists (ICI1J) kembali mengungkap skandal
Pandora Papers, yang mengungkapkan pihak-pihak, seperti pejabat publik
dan politisi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dimana mereka diduga
telah melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (Indonesia Corruption
Watch, 2021).

Skandal ini menyadarkan semua pihak bahwa tindakan penggelapan atau
penghindaran pajak itu nyata terjadi, namun sulit untuk mendeteksi
eksistensinya. Pemerintah telah berupaya menyiapkan instrumen-instrumen
peraturan untuk menjerat Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan
penghindaran pajak, seperti melakukan himbauan atas pelaporan dan
penyetoran pajak, pemeriksaan pajak, hingga penyidikan atas tindak pidana
di bidang perpajakan. Namun, selalu ada celah bagi para pelanggar untuk

menghindari sanksi perpajakan tersebut.

Tabel 1.1 dan 1.2 di bawah ini merupakan statistik sengketa pajak selama
periode tahun 2016 s.d. 2022 yang dipublikasi oleh Sekretariat Pengadilan
Pajak (2023).



Tabel 1.1 Statistik Berkas Sengketa Pajak

. Tahun
Terbanding/Tergugat
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 |Dirjen Pajak 7.109) 5.553 7.813 12.882| 14.660 12.317] 11.602 71.936|
2 |Dirjen Bea dan Cukai 3.024/ 3.994 3.574) 2.142| 1.830 2.804 2.889| 20.257
3 |Pemda 21 32 49 24 144 67, 218 555
Total 10.154) 9.579 11.436 15.048 16.634 15.188) 14.709 92.748

Tabel 1.2 Statistik Penyelesaian Sengketa Pajak

No Hasil Putusan Tahun Total
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 |Pencabutan dan Penetapan 1.3500 1.524 250 240 141 232 507| 4.244]

2 |Tidak Dapat Diterima 1.782 701 1.053 621 573 1.381 959 7.070]

3 |Menolak 2.9000 2.600 1.997| 2.388 2.507| 3.297 4.634] 20.323]
Menambah Pajak yang Harus

& ibayar Jak yang 8 1 9 1 6 9 1 -

5 |Mengabulkan Sebagian 1.353] 1.373] 1.389] 1.903| 2.282 2.590| 3.004 13.894

6 |Mengabulkan Seluruhnya 5.332] 4.982] 5.228 4.937] 4.598 5.338 6.374] 36.789)

7 |Membatalkan 12 50 37 76 21 112 82 506
Total 12.853) 11.231] 9.963 10.166| 10.128| 12.959| 15.561 82.861]

Berdasarkan data di atas, maka total berkas sengketa pajak yang diajukan ke
Pengadilan Pajak selama tahun 2016 — 2022 adalah sebanyak 92.748
sengketa, yang mana 71.936 sengketa (atau 77,75%) merupakan sengketa
pajak antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Selama rentang
tahun tersebut pula, Pengadilan Pajak telah memutus perkara sengketa pajak
sebanyak 82.861 sengketa, dengan 20.323 sengketa (atau 24.53%) telah
diputus untuk Ditolak dan 13.894 sengketa (atau 16.77%) telah diputus untuk
dikabulkan sebagian. Data ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah
diputus perkara sengketa pajaknya oleh Pengadilan Pajak baik ditolak
maupun dikabulkan sebagian telah terbukti melakukan penghindaran pajak.

Wang et al., (2020) mendefinisikan penghindaran pajak mencakup legal tax
planning dan illegal tax evasion. Tax planning adalah upaya mengurangi
beban pajak melalui investasi dan penataan kegiatan bisnis sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan. Tax evasion merupakan upaya
penghindaran kewajiban perpajakan mereka melalui pelanggaran undang-



undang dan peraturan turunannya di bidang perpajakan. Legal tax planning
dapat dilakukan dengan cara memindahkan lokasi usaha ke negara dengan
tarif pajak yang rendah, memanfaatkan fasilitas pengurangan atau
pembebasan pajak, dan sebagainya. Sedangkan, illegal tax evasion dapat
berupa perancangan transaksi yang sengaja dilakukan dengan tujuan
penghindaran pajak (Faradiza, 2019). Dikarenakan luasnya cakupan
penghindaran pajak, maka ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada

aspek legal tax planning.

Setiap Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan memiliki motivasi tersendiri
untuk melakukan penghindaran pajak. Pajak merupakan biaya yang harus
ditanggung oleh perusahaan, serta dapat menghambat tujuan perusahaan.
Perusahaan memiliki tujuan untuk menghasilkan laba maksimum dari
kegiatan usaha yang dijalankan, dan pada akhirnya, melindungi dan
menjamin kepentingan pemegang saham atau pemilik usaha untuk
memperoleh kekayaaan (penghasilan). Hal ini mendorong manajemen
perusahaan untuk merencanakan pajak dan bahkan menjadi bagian penting
dari strategi bisnis mereka.

Arieftiara, et al (2015), Higgins et al (2015), Lopo & Ferreira (2019), dan
beberapa peneliti lainnya menemukan bahwa baik prospector maupun
defender berpengaruh positif  terhadap penghindaran pajak. Menurut
Arieftiara, et al (2015) strategi bisnis adalah pilihan manajer yang dibuat
sebelum proses bisnis perusahaan dimulai. Menurut Miles, et al (1978),
terdapat 3 (tiga) jenis strategi bisnis, yaitu: prospectors, defenders, dan
analyzers. Prospectors akan berusaha untuk terus berinovasi dan
mengeksploitasi produk dan peluang pasar baru. Prospectors merupakan tipe
strategi bisnis yang agresif karena selalu berusaha mempertahankan posisi
kompetitif dengan mencari peluang (prospek) baru untuk berkembang. Dan
sebaliknya, Defenders biasanya menghindari risiko dan beroperasi pada lini

produk yang terbukti stabil, lebih fokus untuk memperkuat dan melindungi



pangsa pasar yang sudah dikuasai. Defenders akan berusaha mempertahankan
pangsa pasarnya dengan bersaing di lini produk dan segmen yang sudah stabil
(Aryotama & Firmansyah, 2020). Sedangkan, Analyzers berusaha
menggabungkan kelebihan Prospectors dan Defenders. Mereka akan
berusaha meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang meraih laba.
Peneliti menyertakan Analyzer dalam analisis empiris hanya sebagai tolok

ukur, dan membatasi fokus penelitian ini pada prospectors dan defenders.

Transfer Pricing adalah salah satu strategi yang sering dilakukan perusahaan
untuk menghindari kewajiban pajak. Transfer Pricing adalah harga yang
diberlakukan dalam transaksi antar perusahaan yang saling berafiliasi (Tang
1993,1997 dalam Eden (2001)). Masalah perpajakan dalam transfer pricing
muncul apabila 2 (dua) atau lebih pihak yang melakukan transfer pricing
menerapkan tarif pajak yang berbeda misalnya berada di yurisdiksi yang
berbeda atau bergerak di sektor usaha yang berbeda dan dikenakan tarif pajak
yang berbeda pula (OECD, 2022). Maka, sebagaimana disebutkan dalam
Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Wajib Pajak akan berupaya melaporkan
penghasilan yang lebih kecil dan biaya yang lebih besar dari seharusnya, serta
melaporkan laba usaha yang lebih kecil apabila dibandingkan kinerja
keuangan Wajib Pajak lainnya di bergerak sektor usaha atau industri sejenis,
atau melaporkan kerugian meskipun Wajib Pajak telah memperoleh
penghasilan selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, pihak-pihak yang
menjalani skema transaksi transfer pricing wajib memenuhi prinsip

kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle).

Faktor lainnya yang bisa memotivasi manajemen untuk melakukan
penghindaran pajak adalah konsentrasi kepemilikan (Jian et al., 2012; Ying
et al., 2016). Sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UU PPh, maka setiap transaksi
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling berafiliasi atau memiliki
hubungan istimewa terindikasi memiliki motif penghindaran pajak. Lebih

lanjut, Pasal 18 ayat (4) UU PPh telah menetapkan bahwa 2 (dua) perusahaan



atau lebih bisa dikatakan memiliki hubungan afiliasi apabila kepemilikan
saham perusahaan yang satu atas perusahaan yang lainnya paling rendah 25%
atau kedua perusahaan tersebut memiliki perusahaan induk yang sama
dimana kepemilikannya atas kedua perusahaan tersebut paling rendah 25%.
Kepemilikan saham paling rendah 25% menunjukkan adanya pengaruh
signifikan pemegang saham dalam pengambilan keputusan manajemen,
bahkan, pada beberapa kasus, pemegang saham juga berperan sebagai
manajer perusahaan atau disebut juga “owner-manager” (La Porta et al.,
1999; Landry et al., 2013).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan secara logis, strategi bisnis
dan transfer pricing akan berpengaruh terhadap motivasi perusahaan untuk
melakukan penghindaran pajak (Amidu et al., 2019; Arieftiara et al., 2015;
D. M. Higgins et al., 2011; Husnain et al., 2021; Maulana et al., 2018;
Ramdhani et al., 2019; Robin et al., 2021; Zhang et al., 2022). Kemudian,
merujuk pada Pasal 18 ayat (3) UU PPh, peneliti pun meyakini bahwa
konsentrasi kepemilikan memiliki efek moderasi pada interaksi antara strategi
bisnis dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan
pemegang saham merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap
perolehan laba perusahaan. Perolehan laba perusahaan yang tinggi, akan
memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memperoleh
dividen yang tinggi pula. Namun, beberapa pemegang saham terutama
pemegang saham asing (kepemilikan asing) akan berupaya memperoleh
keuntungan dengan cara lain, seperti perancangan transaksi transfer pricing
dengan tujuan memindahkan keuntungan dari anggota grup usaha yang
berdomisili di yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak lebih tinggi ke anggota
grup usaha yang berdomisili di yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak lebih
rendah. Berdasarkan fakta ini, pemegang saham akan berupaya menentukan
arah kebijakan dan strategi perusahaan demi melindungi kepentingannya
dalam memperoleh keuntungan atau laba. Oleh karena itu, konsentrasi



kepemilikan akan memiliki efek moderasi pada interaksi antara strategi bisnis
dan transfer pricing dengan penghindaran pajak.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menilai pengaruh strategi bisnis dan
transfer pricing terhadap penghindaran pajak, namun, hasil penelitian
tersebut masih tidak konsisten, sehingga masih terdapat ruang bagi peneliti
untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang berbeda atau justru sama
dengan salah satu penelitian terdahulu, seperti pada penelitian Higgins, et al
(2015) dan Hsu, et al (2018) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara tipe strategi prospector terhadap penghindaran pajak,
namun tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara tipe strategi
defender terhadap penghindaran pajak. Kemudian, pada penelitian Maulana,
et al (2018), Amidu, et al (2019), Ramdhani, et al (2019), dan Laila, et al
(2021) ditemukan adanya pengaruh positif transfer pricing terhadap
penghindaran pajak, akan tetapi, hasil sebaliknya diperoleh Irawan, et al
(2020), Robin, et al (2021), dan Pangaribuan, et al (2021). Walaupun begitu,
hingga saat ini, peneliti belum menemukan adanya penelitian yang menguji
peran konsentrasi kepemilikan sebagai pemoderasi pada interaksi antara
strategi bisnis dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak, sehingga
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan temuan baru

terkait hal tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan di Indonesia dengan subjeknya adalah
perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Oleh karena itu, variabel transfer pricing akan dimodifikasi
sesuai dengan kondisi peraturan perpajakan di Indonesia. Modifikasi ini
dilakukan agar hasil penelitian lebih kredibel, sehingga dapat menjadi rujukan
baik bagi pengambilan kebijakan oleh pemerintah maupun bagi peneliti yang

akan menguji lebih lanjut pada tahun-tahun mendatang.



1.2. Rumusan Masalah

1.3.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

Apakah strategi bisnis prospector berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penghindaran pajak?

Apakah strategi bisnis defender berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penghindaran pajak?

Apakah transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penghindaran pajak?

Apakah konsentrasi kepemilikan memperkuat pengaruh strategi bisnis
prospector terhadap penghindaran pajak?

Apakah konsentrasi kepemilikan memperkuat pengaruh strategi bisnis
defender terhadap penghindaran pajak?

Apakah konsentrasi kepemilikan memperkuat pengaruh transfer pricing

terhadap penghindaran pajak?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis prospector terhadap
penghindaran pajak

Untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis defender terhadap
penghindaran pajak

Untuk mengetahui pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran
pajak

Untuk mengetahui peran konsentrasi kepemilikan dalam memperkuat
pengaruh strategi bisnis prospector terhadap penghindaran pajak

Untuk mengetahui peran konsentrasi kepemilikan dalam memperkuat

pengaruh strategi bisnis defender terhadap penghindaran pajak



6.

Untuk mengetahui peran konsentrasi kepemilikan dalam memperkuat
pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat keilmuan, yaitu

a.

Memperkaya penelitian di bidang perpajakan terutama yang berkaitan
dengan variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia

. Memberikan wawasan baru bagi dunia pendidikan mengenai pengaruh

strategi bisnis, transfer pricing, dan konsentrasi kepemilikan terhadap
penghindaran pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan ide-ide
baru kepada akademisi, praktisi, dan mahasiswa lainnya dalam
mengembangkan topik penelitian di bidang perpajakan

Memotivasi akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk melakukan
penelitian di bidang perpajakan sehingga dapat mengembangkan
keilmuan di bidang perpajakan.

2. Manfaat praktis, yaitu:

a.

Memberikan pertimbangan kepada pejabat pemerintahan (terutama
pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif) dalam pembuatan peraturan

perundangan di bidang perpajakan.

. Meningkatkan pengetahuan pejabat teknis di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak (seperti Account Representative, Fungsional
Pemeriksaan, ataupun Penyidik) mengenai variabel yang
mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, serta dapat membantu
mendeteksinya.

Memberikan pertimbangan kepada manajemen perusahaan (baik
pemilik atau pemegang saham utama maupun pengurus perusahaan)

dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak di Indonesia.



Il.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Agency Theory

Hubungan keagenan didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai
kontrak antara pemilik (pemegang saham) dalam hal ini disebut sebagai
principal dengan pihak lainnya yang disebut sebagai agent yang diberikan
otoritas untuk membuat keputusan atas nama principal. Kemudian, Scott
(2015) menambahkan bahwa agency theory merupakan bagian dari game
theory yang mempelajari tentang desain kontrak untuk memberikan motivasi
kepada agen rasional untuk bertindak sebagai principal saat kepentingan
agent bertolak belakang dengan principal. Terdapat beberapa jenis hubungan
principal-agent di dalam kehidupan sosial, seperti pasien dan dokter, klien

dan pengacara, dan lain-lain.

Di bidang ilmu akuntansi, hubungan keagenan dapat dicontohkan dengan
hubungan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham,
hubungan antar pemegang saham (terutama mayoritas dan minoritas), dan
sebagainya. Lain halnya dengan sektor pajak, hubungan keagenan dapat
terjadi antara pemerintah dengan manajemen atau pemegang Ssaham
perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan ambiguitas pada
peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak sulit untuk mengikuti
peraturan perpajakan dan otoritas pajak sulit untuk memutuskan semua hal
yang legal dan illegal dari peraturan perpajakan. Implikasinya adalah wajib
pajak yang bersangkutan akan meminta seseorang yang memahami peraturan

perpajakan untuk memanfaatkan kesulitan atau lubang (loopholes) di dalam
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peraturan perpajakan agar dapat mengurangi kewajiban perpajakan yang
harus dibayar oleh wajib pajak tersebut.

Di dalam literatur lainnya menjelaskan bahwa pemilik atau pemegang saham
perusahaan meminta manajer perusahaan untuk meminimalkan laba fiskal,
dan oleh karena itu, manajer akan melakukan perencanaan pajak untuk
mencapai tujuan tersebut tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku
(Irianto et al., 2017; Putra et al., 2018). Bahkan meluas hingga ke berbagai
yurisdiksi atau negara terutama tax haven country (Hanlon et al., 2017)

Penghindaran Pajak

Definisi

Hingga saat ini, para peneliti belum menyepakati definisi dari
penghindaran pajak. Menurut Dyreng, et al (2008), penghindaran pajak
mencakup semua transaksi yang dilakukan dengan tujuan mengurangi atau
meminimalisir kewajiban pajak perusahaan, kemudian Hanlon dan
Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai satu
kesatuan rancangan dari seluruh strategi perencanaan pajak atau tax
planning. Chaffee (2019) mengungkapkan pendapat berbeda dimana
penghindaran pajak merupakan penataan transaksi bisnis untuk
mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan cara yang secara teknis
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi menyalahi
semangat yang mendasari dibentuknya peraturan perpajakan tersebut. Dan
masih banyak pendapat ahli yang lainnya terkait definisi dari penghindaran

pajak.

Sesuai Penjelasan Pasal 18 UU PPh, Pemerintah Indonesia mendefinisikan

praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak
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untuk mengurangi, menghindari, atau menunda kewajiban pajaknya yang

bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pada literatur lainnya menyebutkan bahwa penghindaran pajak mencakup
legal tax planning dan illegal tax evasion. Tax planning adalah upaya
mengurangi beban pajak melalui investasi dan penataan kegiatan bisnis
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tax evasion
merupakan upaya penghindaran kewajiban perpajakan melalui
pelanggaran undang-undang dan peraturan turunannya di bidang
perpajakan (Wang et al., 2020).

Dari uraian di atas, maka cakupan penghindaran pajak atau penghindaran
pajak sangat luas yang terdiri dari praktik legal yaitu tindakan yang sesuai
ketentuan yang berlaku dan praktik ilegal yaitu tindakan yang
menyimpang atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun begitu,
keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi, menghindari, atau
menunda kewajiban perpajakan. Dan sesuai penjelasan peneliti pada
subbab 1.1, maka penelitian ini dibatasi pada aspek legal tax planning.

Metode Penghindaran Pajak

Metode yang digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak

terus mengalami perkembangan. Awalnya, Stiglitz (1985) mengemukakan

3 (tiga) prinsip dasar penghindaran pajak yaitu:

1. Melakukan penundaan pajak yang seharusnya dibayar pada periode saat
ini ke periode yang akan datang.

2. Melakukan penggeseran tarif pajak dari tingkatan tertinggi ke tingkatan
terendah (rate-based arbitrage).

3. Melakukan arbitrase pajak pada berbagai aliran pendapatan yang

dikenakan perlakuan pajak secara berbeda (source-based arbitrage)
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Kemudian, Desai dan Dharmapala (2006) dan Desai dkk. (2007) mencatat
bahwa perusahaan sering membuat skema transaksi yang relatif rumit
untuk menghindari pendeteksian transaksi yang seharusnya terutang pajak

oleh otoritas pajak setempat.

Dan terakhir, Contractor (2016) menyimpulkan 7 (tujuh) metode

penghindaran pajak, yaitu :

1. Pembebasan / penangguhan pendapatan afiliasi asing.

2. Harga transfer (transfer pricing).

3. Pembayaran royalty.

4. Pinjaman antar perusahaan afiliasi.

5. Biaya dan overhead lainnya perusahaan induk.

6. Kegunaan lain dari tax havens country: “round-tripping” dan
menghindari pembatasan konvertibilitas mata uang.

7. Inversi

Di Indonesia sendiri, metode penghindaran pajak telah dicontohkan pada
Penjelasan Pasal 18 UU PPh (2021). Salah satu caranya yaitu melakukan
transaksi namun tidak mencerminkan keadaan sebenarnya sehingga
bertentangan dengan prinsip substance over form (yaitu pengakuan
substansi ekonomi di atas bentuk formalnya). Dicontohkan pula bahwa
Wajib Pajak akan berupaya melaporkan penghasilan yang lebih kecil dan
biaya yang lebih besar dari seharusnya, serta melaporkan laba komersial
yang lebih kecil daripada laba komersial Wajib Pajak lainnya yang
bergerak di sektor usaha atau industri sejenis, atau melaporkan kerugian
meskipun Wajib Pajak telah memperoleh penghasilan selama 5 (lima)
tahun. Namun, transaksi tersebut dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pihak

yang saling berafiliasi sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh.

Dari uraian di atas, maka Wajib Pajak lazimnya melakukan penghindaran

pajak melalui transaksi transfer pricing yang dilakukan antar pihak yang
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berafiliasi. Sesuai pendapat Stitglitz (1985), dalam transaksi transfer

pricing tersebut, prinsip utama yang dipraktikkan adalah:

1.
2.
3.

Melakukan penundaan pembayaran pajak.
Melakukan penggeseran tarif pajak (rate-based arbitrage).
Melakukan penggeseran pendapatan dengan perlakuan pajak berbeda

(source-based arbitrage)

Faktor / Determinan yang Mempengaruhi Perilaku Penghindaran
Pajak

Merujuk penjelasan pada subbab 2.2.1 dan 2.2.2 diatas, peneliti

menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Penghindaran Pajak merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan
untuk mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan laba, dan pada
akhirnya, melindungi dan menjamin kepentingan pemegang saham
untuk memperoleh kekayaaan (penghasilan).

. Teknik atau metode penghindaran pajak yang sering digunakan saat ini

adalah transfer pricing.

. Sesuai Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, praktik Penghindaran

Pajak banyak dilakukan antar pihak yang berafiliasi yaitu pihak-pihak
dengan kepemilikan saham minimal 25% dari total saham beredar.
Sesuai dengan konsep agency theory dimana manajemen (dewan
komisaris dan/atau dewan direktur) merupakan pihak yang dikontrak
atau dipekerjakan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka

memenuhi ambisi pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Dari uraian di atas, maka struktur kepemilikan berperan besar dalam

menentukan strategi bisnis perusahaan dan transfer pricing yang pada

akhirnya akan berpengaruh pada biaya pajak perusahaan.
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2.2.3.1. Strategi Bisnis

Menurut Chandler (1962), terdapat 3 komponen strategi yaitu:

1. Menentukan tujuan utama jangka panjang yang koheren dan dapat
dicapai.

2. Mengadopsi tindakan atau kebijakan untuk mencapai tujuan.

3. Mengalokasikan sumber daya yang dapat menunjang tindakan atau
kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Umumnya, strategi yang dijalankan perusahaan dibagi ke dalam 2 level,

yaitu corporate-level strategy dan business-level strategy. Perbedaan

kedua level tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawabh ini:

Tabel 11.1 Perbedaan Corporate-Level Strategy dan Business-Level Strategy

Indikator corporate-level strategy business-level strategy
Topik Apa bisnis / pasar yang harus Bagaimana perusahan dapat
dijalani? bersaing?
Fokus Pasar/ | Fokus pada lebih dari 1 jenis Fokus pada 1 jenis pasar / industri /
Bisnis pasar / industri / bisnis bisnis yang sedang dijalani
Fokus Menentukan arah strategi Menentukan cara atau metode yang
perusahaan secara keseluruhan dilakukan sesuai arah strategi yang

telah ditetapkan.

Pengambil Dewan Direktur Manajer
Keputusan
Jangka waktu | Jangka panjang Jangka pendek

Sumber: Furrer (2016) (diolah)

A. Jenis Strategi Bisnis

Ada beberapa tipe strategi bisnis sering digunakan dalam penelitian
ilmiah, namun merujuk pada banyak penelitian di bidang perpajakan,
penulis menggunakan tipe strategi bisnis yang telah dikembangkan oleh

Miles dan Snow (1978). Hal ini dikarenakan ukuran strategi bisnis
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perusahaan yang dimilikinya dapat digeneralisasi di berbagai perusahaan
dan industri (Bentley et al., 2013).

Miles dan Snow (1978) memperkenalkan 3 (tiga) tipe strategi bisnis, yaitu:

1. Defenders
Karakteristik strategi Defenders cenderung menutup pasar yang
dikuaainya untuk menciptakan stabilitas pasar, sehingga defenders
cenderung agresif dalam mencegah masuknya pesaing ke pasar dengan
berfokus pada harga bersaing atau produk dengan kualitas tinggi.
Defenders juga cenderung berfokus pada pangsa pasar yang kecil
namun kuat, dimana produknya tidak mengikuti tren tetapi tetap
tumbuh melalui aktivitas penetrasi pasar dan pengembangan produk
yang terbatas. Efisiensi teknologi sangat penting bagi Defenders karena
memang fokusnya adalah cost minimization strategy. Risiko utama
Defenders adalah  ketidakefektifan  karena  ketidakmampuan
menanggapi perubahan besar di dalam pasar. Defender sangat
bergantung pada kelangsungan hidup pasar yang sempit, dan jika pasar
berpindah sekutu, maka defenders memiliki kapasitas terbatas untuk

menemukan dan mengeksploitasi area pasar yang baru.

Dengan cakupan pasar yang kecil serta berfokus pada efisiensi biaya
operasional, maka perusahaan yang menggunakan strategi Defenders
memiliki kemungkinan yang kecil untuk melakukan penghindaran
pajak. Alasan lainnya adalah karena laba yang diperoleh perusahaan
Defenders cenderung stabil tetapi rentan untuk mengalami penurunan
bila tidak dapat mempertahankan kualitas produk yang membuat

customer-nya beralih ke produk pesaingnya.

2. Prospectors
Dibandingkan Defenders, Prospectors memiliki lingkungan yang lebih

dinamis.  Kapabilitas Prospectors adalah menemukan dan
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memanfaatkan peluang produk dan pasar baru. Bagi Prospectors,
mempertahankan reputasi sebagai inovator dalam pengembangan
produk dan pasar sama pentingnya dengan profitabilitas yang tinggi.
Sehingga Prospectors akan mendedikasikan seluruh dana, dan
kemampuannya untuk mencari lingkungan, segmen, dan wilayah
pemasaran baru, serta menciptakan peluang dan produk baru. Risikonya
adalah kegagalan yang tak terhindarkan dalam inovasi produk dan pasar
yang berkelanjutan, Prospectors mungkin sulit mencapai profitabilitas

Defenders yang lebih efisien.

Dengan resiko kegagalan yang tinggi dalam inovasi produk dan pasar,
maka perusahaan memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan
penghindaran pajak. Dana yang diperoleh dari penghematan pajak
dapat dialihkan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas

produk, dan memperluas cakupan pasar.

Menurut Bentley, et al (2013), perbedaan karakteristik prospector dan

defender adalah sebagai berikut :

Tabel 11.2 Perbedaan Karakteristik Prospectors dan Defenders

Prospector Defender
Definisi Perusahaan memiliki pembuat keputusan | Perusahaan biasanya terintegrasi secara
yang terdiversifikasi yang terus melakukan | vertikal, memiliki pembuat keputusan
inovasi dan menciptakan produk baru. yang terbatas, sangat berkonsentrasi pada
lini produk yang sangat sempit, dan
pengurangan biaya.
Keunggulan Inovasi pasar Efisiensi dan stabilitas.
Kelemahan Profitabilitas rendah dan sumber daya | Lambat beradaptasi terhadap perubahan
berlebih. pasar dan risiko keusangan.
R&D R&D yang ekstensif untuk mengeksploitasi | R&D minimal dan biasanya terkait erat
produk baru dan peluang pasar dengan produk saat ini.
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Prospector Defender
Efisiensi Alur produksi dan distribusi tidak pernah | Alur produksi dan distribusi berjalan
optimal. optimal
Pertumbuhan Terjadi secara cepat melalui | Terjadi secara bertahap melalui penetrasi
pengembangan pasar dan produk. pasar.
Pemasaran Sangat berfokus pada aspek pemasaran. Lebih berfokus pada aspek produksi dan
keuangan daripada aspek pemasaran.
Struktur  dan | Menggunakan kontrol yang | Menggunakan kontrol terpusat yang ketat
stabilitas terdesentralisasi agar dapat | untuk menjamin efisiensi. Berfokus pada
organisasi mengkoordinasikan  berbagai  operasi. | divisi fungsional. Pergantian karyawan
berfokus pada divisi produk. Pergantian | lambat dan cenderung mempromosikan
karyawan cepat dan membuka opsi untuk | pihak internal organisasi.
merekrut pihak eksternal.
Intensitas Tingkat otomatisasi dan rutinitas yang | Tingkat otomatisasi dan rutinitas yang
Modal rendah untuk menghindari komitmen | tinggi dengan berfokus pada teknologi

jangka panjang terhadao satu proses teknis.

tunggal, terpusat dan hemat biaya.

Sumber : Bentley (2013)

3.

Analyzers

Analyzers berusaha menggabungkan keunggulan dari Prospectors dan

Defenders untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang

dalam meraih laba. Analyzers berusaha mencari lokasi pasar baru dan

membuat produk untuk menarik pelanggan baru dengan meniru atau

mengikuti inovasi Prospectors, dan juga berusaha mempertahankan

produk dan konsumen layaknya Defenders. Oleh karena itu, Analyzers

menerapkan dualisme teknologi untuk menciptakan stabilitas dan

fleksibilitas.

Meskipun Miles dan Snow (1978) tidak mempertimbangkan perilaku

penghindaran pajak dari tipe strategi bisnisnya, atribut dari kelompok-

kelompok ini dapat memberikan penekanan yang meningkat atau menurun

pada perencanaan pajak.
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B. Penelitian Terdahulu
Di bawah ini rincian penelitian terdahulu atas menguji pengaruh strategi

bisnis terhadap penghindaran pajak :

Tabel 11.3 Penelitian Terdahulu Strategi Bisnis dan Penghindaran Pajak

No Penulis Hasil Penelitian

1 | Higgins, et al Baik variabel Book ETR, maupun variabel Cash ETR, ditemukan bahwa
(2011) intensitas penghindaran pajak yang dilakukan prospector lebih tinggi

daripada defender.

2 | Arieftiara, etal | Baik variabel Book Tax Difference (BTD) maupun variabel Abnormal
(2015) BTD (Abn_BTD) terbukti bahwa intensitas penghindaran pajak yang
dilakukan prospector lebih tinggi daripada defender dan analyzer.
Namun, intensitas penghindaran pajak defender masih lebih rendah

daripada analyzer (asumsi cateris paribus).

Kebalikannya, apabila variabel dependen abnormal permanent
difference (Abn_Permdiff) terbukti bahwa intensitas prospector dalam
melakukan penghindaran pajak tidak lebih tinggi daripada defender dan
analyzer (asumsi cateris paribus). Dan intensitas defender dalam
melakukan penghindaran pajak rendah, namun tidak lebih tinggi

daripada analyzer.

3 Higgins, et al Baik variabel Book ETR, Cash ETR, maupun PermBTD, terbukti bahwa
(2015) Prospector lebih intensif melakukan penghindaran pajak daripada
Analyzers. Sedangkan Defender tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak

Kemudian, apabila variabel adalah coefficient of variation (CV) dari
Book ETR, Cash ETR, dan PermBTD, ditemukan bahwa Prospectors
memiliki variasi yang lebih banyak / lebih baik dalam perencanaan

pajak dibandingkan dengan Defenders.

Dalam pengujian lainnya dengan variabel dependen unrecognized tax
benefits (UTBs), dan tax haven country (HAVEN-FIRM) ditemukan
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No Penulis Hasil Penelitian
pula bahwa Prospectors memiliki lebih banyak manfaat pajak yang tidak
diketahui dibandingkan Defenders. Selain itu, koefisien Prospectors
positif signifikan, sedangkan koefisien Defenders negatif signifikan.
4 | Wahyuni, et al Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
(2017)
5 | Hsu,etal Dengan variabel Cash ETR, terdapat hubungan negatif signifikan antara
(2018) penghindaran pajak dengan pihak financial expert independen pada
komite audit pada perusahaan dengan tipe defender, dan sebaliknya bagi
perusahaan dengan tipe prospector.
Namun, apabila variabel dependen BTD, PermDiff, ataupun UTB,
hubungan negatif signifikan terjadi antara penghindaran pajak dengan
pihak financial expert independen pada komite audit untuk perusahaan
dengan tipe prospector, dan sebaliknya bagi perusahaan dengan tipe
defender meskipun tidak signifikan.
6 Lopo Martinez Defender cenderung melakukan penghindaran pajak daripada
& Ferreira prospector.
(2019)
7 | Faradiza, S. A. Strategi bisnis memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran
(2019) pajak apabila diukur menggunakan Book ETR dan Cash ETR.
Kemudian, pada pengujian lainnya menunjukkan bahwa diantara
prospector dan defender, tidak terdapat perbedaan tingkat agresivitas
pajak yang signifikan.
8 | Aryotama dan Baik Prospector maupun Defender berpengaruh positif terhadap
Firmansyah penghindaran pajak
(2020)
9 | Sadjiarto, et al Prospector memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

(2020)

sedangkan defender memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak.
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No Penulis Hasil Penelitian
10 | Damayantidan | Hanya perusahaan dengan kemampuan untuk memproduksi dan
Wulandari mendistribusikan barang yang memiliki pengaruh positif signifikan
(2021) terhadap penghindaran pajak.
11 | Husnain, et al Strategi bisnis memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak,
(2021) dan prospector lebih cenderung melakukan penghindaran pajak
dibandingkan tipe strategi yang lainnya.
Kemudian, ditemukan pula bahwa peningkatan ukuran dewan
perusahaan prospector akan meningkatkan kecenderungan untuk
melakukan penghindaran pajak. Begitu pula hasilnya pada pengujian
moderasi independensi dewan terhadap pembayaran pajak dimana
peningkatan independensi dewan perusahaan prospector akan
menurunkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.
12 | Zhang, et al Strategi  bisnis memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap
(2022) pembayaran pajak. Dengan demikian, perusahaan prospector lebih

mungkin terlibat dalam manajemen pajak. Namun, jumlah perempuan
di dalam dewan direktur sebagai variabel moderator menunjukkan hasil
positif dan signifikan dalam hubungan strategi bisnis dengan
pembayaran pajak, yang berarti jumlah perempuan di dalam dewan
direktur pada perusahaan prospektor akan mengurangi kecenderungan

penghindaran pajak.

2.2.3.2. Transfer Pricing (Harga Transfer)

Transfer Pricing adalah harga yang diberlakukan dalam transaksi antar
perusahaan yang saling berafiliasi (Tang 1993,1997 dalam Eden (2001)).
Tantangan Transfer Pricing adalah saat menentukan harga efisien yang
akan diberlakukan dari satu divisi / unit bisnis ke divisi / unit bisnis lainnya
dan dapat mendorong maksimalisasi laba grup usaha secara keseluruhan.
Dalam praktiknya, harga ini tergantung pada struktur dan keberadaan

pasar eksternal, struktur organisasi yang menentukan hubungan di pasar
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internal, dan dalam hal perusahaan multinasional, perbedaan pajak antara
negara di mana penjual dan pembeli internal berdomisili (Way, 2008).

Bagi setiap wajib pajak, harga transfer ini sangat penting dalam
menentukan pendapatan dan biaya dari perusahaan yang saling berafiliasi
namun berdomisili di negara / yurisdiksi dengan tarif pajak yang berbeda.
Hal ini tentunya menjadi sulit untuk ditangani karena melibatkan lebih dari
satu negara / yurisdiksi pajak, dan oleh karena itu setiap penyesuaian
terhadap harga transfer di satu negara / yurisdiksi pajak maka akan
memperngaruhi harga transfer di negara / yurisdiksi pajak yang lainnya.
Jika yurisdiksi yang lain tersebut tidak setuju dengan penyesuaian yang
dibuat, maka grup usaha yang bersangkutan dapat dikenakan pajak dua
kali atas labanya (OECD, 2022).

Praktik transfer pricing dapat diilustrasikan pada gambar 11.2.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka Trx 1 sampai dengan Trx 5 dapat
dikategorikan sebagai transaksi transfer pricing dimana seluruh pihak
yang terlibat di dalam transaksi tersebut merupakan pihak berelasi dan
harga penyerahan yang disepakati kemungkinan besar belum memenuhi
prinsip kewajaran dan kelaziman berusaha (arm’s length principle),
sehingga masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui metode-
metode yang telah ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh.
Sedangkan Trx 6 bukan merupakan aktivitas transfer pricing karena
transaksi tidak dilakukan diantara pihak yang tidak saling berelasi
sehingga harga penyerahan tidak memerlukan pengujian lebih lanjut untuk

meyakini kewajaran nilai transaksinya.
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Catatan:
PT. A :

PT.B
PT.C
PT.D

. Perusahaan jasa di dalam grup usaha
. Perusahaan manufaktur di dalam grup usaha
. Perusahaan distributor di dalam grup usaha

Penjelasan transaksi:

PT. A

Perusahaan induk sekaligus berfungsi sebagai bank dan pemilik know-how
bagi grup usaha

Trx 1 : PT. A melakukan penyerahan know-how kepada PT. C. Royalti atas know-
how ditentukan berdasarkan negosiasi

Trx2 : PT. A memberikan pinjaman kepada PT. D. Suku bunga ditentukan
berdasarkan suku bunga pasar + a%.

Trx3 : PT. A memberikan pinjaman tanpa bunga kepada PT. B.

Trx4 : PT. C melakukan penjualan produk kepada PT. D. Harga jual ditentukan
berdasarkan product cost + b%.

Trx5 : PT. B memberikan jasa kepada PT. D. Service fee ditentukan berdasarkan
cost + c%.

Trx 6 : PT. D menjual barang kepada Customer Pihak Ketiga. Harga jual ditentukan
berdasarkan negosiasi / price list yang berlaku di dalam grup usaha

Sumber : Lampiran SE-DJP No. SE-50/PJ/2015 (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) dan

PSAK 7 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022) (diolah)

Gambar 11.1

llustrasi Transaksi Transfer Pricing Antar Pihak Berelasi.

A. Perkembangan Peraturan Terkait Transfer Pricing di Indonesia

Menurut peneliti, perkembangan peraturan terkait transfer pricing di

Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 fase yang didasarkan menurut pihak

yang diwajibkan untuk menyiapkan dokumen pengujian transfer pricing,

sebagai berikut:
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1. Pasal 18 UU Pajak Penghasilan

Sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UU PPh beserta penjelasannya, Pemerintah
Indonesia telah berusaha membatasi praktik transfer pricing, yaitu dengan
cara memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk menghitung ulang
besaran nilai penghasilan dan biaya serta menetapkan utang sebagai modal
dalam penghitungan PPh Tahunan Badan bagi Wajib Pajak yang
bertransaksi dengan pihak afiliasinya sesuai dengan prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha (arm’s length principle). Adapun penghitungan ulang
tersebut dilakukan berdasarkan pengujian dengan menggunakan metode-
metode yang telah ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh.
Setiap pengujian atas transaksi transfer pricing harus didokumentasikan
dalam suatu dokumen yang disebut dokumentasi transfer pricing (TP
Documentation), atau dokumen lokal, yang saat ini lebih dikenal.

2. Sebelum PMK No. 213/2016 diberlakukan

Sebelum PMK No. 213/2016 diberlakukan, Pemerintah Indonesia telah

menerbitkan beberapa peraturan teknis sebagai implementasi Pasal 18 ayat

(3) UU PPh, yaitu sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015

b. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 stdd Peraturan Dirjen
Pajak No. PER-32/PJ/2011

c. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-22/PJ/2013

d. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 50/PJ/2013

Seluruh peraturan di atas, pada dasarnya, mengatur mengenai tata cara
pengujian kewajaran transaksi transfer pricing oleh pihak yang saling
berafiliasi. Adapun tata cara pengujian yang diatur selurunnya mengadopsi
tata cara pengujian sebagaimana dipandu dalam OECD TP Guideline.
Selain itu, hal terpenting yang perlu untuk diketahui adalah mengenai
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pihak-pihak yang wajib membuat dokumentasi penentuan harga transfer,

diantaranya:

a) Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia baik PT, CV, dsb maupun
bentuk usaha tetap (BUT) yang melakukan transaksi dengan Wajib
Pajak yang terdaftar di negara lain (di luar Indonesia).

b) Apabila lawan transaksi merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di
Indonesia, maka pihak yang diwajibkan membuat dokumentasi adalah
pihak yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam rangka
memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan oleh :

1) pengenaan PPh final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;

2) pengenaan PPnBM; atau

3) transaksi dengan Wajib Pajak yang merupakan Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (K3S) Migas.

c) Pihak yang dikecualikan dari kewajiban membuat dokumentasi adalah
pihak yang bertransaksi dengan pihak berelasi namun nilai transaksinya
kurang dari Rp 10Milyar per lawan transaksi dalam 1 (satu) tahun

pajak.

3. Setelah PMK No. 213/2016 diberlakukan
Langkah revolusioner dan ekstrem dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
pada akhir tahun 2016 dengan menerbitkan PMK No. 213/2016 dan
memberlakukannya mulai tahun pajak 2016. Perubahan terbesar adalah
terkait jenis dokumen transfer pricing yang harus disampaikan kepada
otoritas pajak dan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan
dokumen tersebut, Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 2 PMK No.
213/2016 sebagai berikut :
a. Dokumen penentuan harga transfer terdiri atas :

1) dokumen induk (Master File)

2) dokumen lokal (Local File); dan/atau

3) laporan per negara (Country-by-Country Report (CbCR))
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b. Dokumen-dokumen di atas dibuat oleh setiap Wajib Pajak yang
bertransaksi dengan pihak afiliasi, dengan persyaratan sebagai berikut :
1) Peredaran bruto yang diperolen Wajib Pajak pada tahun pajak

sebelumnya lebih dari Rp 50Miliar;
2) Wajib Pajak bertransaksi dengan pihak afiliasi pada tahun pajak
sebelumnya dengan nilai transaksi:
a) Kurang dari Rp 20Miliar untuk setiap transaksi Yyang
memperjualbelikan barang berwujud; atau
b) Kurang dari  Rp 5Miliar untuk setiap  transaksi
penyediaan/pemanfaatan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan
barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau
3) Wajib Pajak bertransaksi dengan pihak afiliasinya yang berdomisili
di negara/yurisdiksi yang memberlakukan tarif PPh lebih kecil dari
tarif pajak yang berlaku sesuai PPh Pasal 17 UU PPh.

c. Induk perusahaan dengan peredaran bruto konsolidasian paling sedikit
Rp 11 triliun wajib membuat dokumentasi penentuan harga transfer.

d. Apabila Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang merupakan anggota
grup usaha dan induk perusahaannya merupakan Wajib Pajak Luar
Negeri (WPLN), maka WPDN yang bersangkutan wajib
menyampaikan laporan per negara (CbCR) apabila induk
perusahaannya :

1) tidak diwajibkan menyampaikan laporan per negara;

2) negara domisili induk perusahaan tidak memiliki perjanjian
pertukaran informasi perpajakan dengan Pemerintah Indonesia; atau

3) negara domisili induk perusahaan memiliki perjanjian pertukaran
informasi perpajakan dengan Pemerintah Indonesia, namun negara
atau yurisdiksi tersebut tidak dapat memberikan laporan per negara
kepada Pemerintah Indonesia.

e. Apabila pihak-pihak yang memenuhi persyaratan di atas tidak dapat
menyediakan dokumen yang dibutuhkan, maka pihak-pihak tersebut
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akan dianggap tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman

usaha.

B. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini rincian penelitian terdahulu atas menguji pengaruh transfer

pricing terhadap penghindaran pajak :

Tabel 11.4 Penelitian Terdahulu Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak

No Penulis Hasil Penelitian
1 Bartelsman & Income shifting menyebabkan pendapatan yang dihasilkan dari
Beetsma (2003) kenaikan pajak unilateral hilang.
2 Sikka dan Willmott | Praktek transfer pricing harus mendapat perhatian karena praktik
(2010), tersebut mengartikulasikan klaim yang saling bertentangan tentang
surplus ekonomi dalam bentuk pendapatan perusahaan, tingkat
pengembalian, dividen, kompensasi eksekutif, pajak, hak
kesejahteraan sosial dan kapasitas pemerintah untuk menyediakan
fasilitas publik.

3 Taylor dan Thin capitalization, income shifting, transfer pricing dan

Richardson (2012) pemanfaatan tax haven memiliki hubungan dengan penghindaran
pajak

4 Maulana, et al Transfer pricing memiliki pengaruh signifikan terhadap

(2018) penghindaran pajak, namun ukuran perusahaan tidak memoderasi
hubungan keduanya.

5 Amidu, etal (2019) | Transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran
pajak baik pada sektor finansial, dan non-finansial ataupun
gabungan kedua sektor tersebut.

6 Ramdhani, et al Transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran

(2019)

pajak
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No Penulis Hasil Penelitian
7 Irawan dan Kinanti | Transfer pricing memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap
(2020) penghindaran pajak.
8 Laila, et al (2021) Transfer pricing memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan
terhadap penghidanran pajak.
9 Robin, et al (2021) Transfer Pricing tidak memiliki pengaruh terhadap agresifitas
pajak.
10 | Pangaribuan, et al Transfer pricing, leverage, profitabilitas dan pertumbuhan
(2021) penjualan secara simultan dan signifikan memiliki pengaruh

terhadap penghindaran pajak, namun secara parsial, hanya variabel
transfer pricing yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak.

2.2.3.3. Konsentrasi Kepemilikan

Merujuk pada agency theory, pemisahan kepemilikan dan pengendalian
adalah akar permasalahan dari semua penelitian mengenai penghindaran
pajak (Badertscher et al., 2013). Sebagaimana Penjelasan Pasal 18 ayat (3)
UU PPh, penghindaran pajak dapat terjadi karena adanya hubungan
istimewa. Peneliti pun menyimpulkan bahwa kepemilikan saham
mayoritas sangat menentukan tipe strategi bisnis atau bentuk transaksi

transfer pricing yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Pasal 18 ayat (4) huruf (a) UU PPh (2021), hubungan istimewa
dianggap ada apabila kepemilikan saham perusahaan yang satu atas
perusahaan yang lainnya paling rendah 25% atau kedua perusahaan
tersebut memiliki perusahaan induk yang sama dimana kepemilikannya
atas kedua perusahaan tersebut paling rendah 25%. Dengan demikian,

kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu atau beberapa pihak dengan
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kepemilikan saham paling sedikit 25% diasumsikan dapat mempengaruhi
kebijakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan  usahanya.
Kepemilikan dapat terkonsentrasi pada kepemilikan asing (yaitu
kepemilikan saham oleh pihak yang berdomisili di luar negeri (Alkurdi &
Mardini, 2020)), kepemilikan institusional (yaitu Pemegang saham
institusi diartikan sebagai sekelompok investor yang melakukan aktivitas
investasi secara bersama-sama melalui suatu organisasi bisnis / badan
hukum (Leipala, 2017)), dan kepemilikan manajerial (yaitu kepemilikan
saham oleh dewan direksi sehingga menciptakan peran ganda dewan
direksi sebagai pengurus dan juga sebagai pemegang saham perusahaan
(Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021; Hadi & Mangoting, 2014)), serta

jenis kepemilikan lainnya dengan kepemilikan paling sedikit 25%.

A. Penelitian Terdahulu
Di bawah ini rincian penelitian terdahulu atas menguji keterkaitan antara
struktur kepemilikan dengan strategi bisnis, transfer pricing, dan

penghindaran pajak :

Tabel 11.5 Penelitian Terdahulu Struktur Kepemilikan, Strategi Bisnis,

Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak

No

Penulis Hasil Penelitian

A. Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Struktur Kepemilikan

1 | Warsini dan Perusahaan keluarga cenderung melakukan diversifikasi strategi bisnis
Rossieta (2013) | agar sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara
maksimal. Namun, tidak terdapat bukti bahwa hal ini akan
berpengaruh pada kinerja perusahaan.
2 | Savitri (2018) Kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi kebijakan strategi bisnis

karena bergantung pada keunikan dan karakteristik perusahaan.
Namun, kepemilikan saham pengendali oleh keluarga memotivasi

keluarga untuk melakukan pengawasan/monitoring perusahaan, agar

kinerja perusahaan sesuai harapan pemegang saham. Kemudian,
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No Penulis Hasil Penelitian
ditemukan pula bahwa strategi bisnis mempengaruhi hubungan
kepemilikan keluarga dengan Kinerja perusahaan.
3 | Chenetal Perusahaan (baik keluarga maupun non-keluarga) yang lebih agresif
(2010) pada pasar di luar negeri secara relatif akan lebih agresif dalam
kebijakan transfer pricing.
4 | Lo dan Wong Pemerintan  akan mendorong manajemen BUMN  untuk
(2011) mengungkapkan transaksi transfer pricing secara sukarela.

5 | Cristea dan Kepemilikan asing pada perusahaan di Denmark akan berupaya
Nguyen (2016) | mengeksploitasi perbedaan kebijakan dan tarif pajak antar negara
melalui penentuan kebijakan transfer pricing.

6 | Liana, etal Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan pada
(2020) kebijakan transfer pricing, namun kompleksitas praktik bisnis
mungkin saja akan mendorong perusahaan untuk menerapkan
kebijakan transfer pricing.
7 | Tranetal Kepemilikan langsung dan kepemilikan institusional pada perusahaan
(2021) PMA Vietnam memberikan pengaruh signifikan pada penentuan
strategi transfer pricing.
8 | Supriyati, et al Kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
(2021) kebijakan transfer pricing pada perusahaan sektor manufaktur di
Indonesia
B. Konsentrasi Kepemilikan dan Penghindaran Pajak
1 | Desai dan Perusahaan dengan kepemilikan institusi tinggi menerapkan strategi
Dharmapala penghindaran pajak
(2009)
2 | Jian, etal Kepemilikan non-negara terkonsentrasi mengurangi efek negatif
(2012) kepemilikan negara pada penghindaran pajak.
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No

Penulis

Hasil Penelitian

Badertscher et
al (2013)

Manajer akan didorong oleh pemegang saham pengendali untuk
mengadopsi kebijakan yang menguntungkan pemegang saham,

seperti aktivitas perencanaan pajak.

Ying, et al
(2016)

konsentrasi kepemilikan secara signifikan dan positif berhubungan

dengan tingkat agresivitas pajak.

Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas institusional (INST)
kurang agresif terhadap pajak. Namun, kepemilikan institusi dimana
di dalamnya termasuk kepemilikan reksadana menunjukkan pengaruh
positif, begitu pula dengan variabel kepemilikan reksadana yang juga
menunjukkan pengaruh positif tetapi dengan koefisiennya yang lebih

besar.

Ha dan Quyen
(2017)

Korporasi dengan porsi kepemilikan negara yang rendah cenderung
melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan Korporasi
tinggi.
menunjukkan bahwa efek buruk kepemilikan negara terhadap

dengan porsi kepemilikan negara yang Temuan ini
penghindaran pajak justru lebih terasa pada perusahaan yang tidak

dikendalikan oleh pemerintah.

Pratiwi dan
Ardiyanto
(2018)

Pengujian yang dilakukan terhadap variabel dependen ABTD
menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan pemilik institusi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Sebaliknya, pada pengujian yang dilakukan terhadap variabel
dependen ETR menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan
menjalankan kebijakan pajak yang kurang agresif. Sedangkan

kepemilikan institusional melakukan kebijakan pajak lebih agresif.

Handayani dan
Ibrani (2019)

Pemegang saham pengendali berpengaruh terhadap penghindaran

pajak
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No

Penulis

Hasil Penelitian

Boussaidi dan
Hamed-Sidhom
(2021)

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki
hubungan negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan

konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan positif dan signifikan

terhadap agresivitas pajak.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1.

Strategi Bisnis dan Penghindaran Pajak

Analisa biaya dan manfaat sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang
berencana menerapkan strategi penghindaran pajak (Arieftiara et al.,
2015). Hasil analisa biaya dan manfaat dari strategi penghindaran pajak
dapat memberikan gambaran dan proyeksi mengenai resiko biaya yang
akan ditanggung dan manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan. Selain
itu, perusahaan juga dapat mencari solusi yang tepat untuk memitigasi
resiko tersebut, serta mengetahui lebih lanjut mengenai batasan manfaat

yang dapat diperoleh dari strategi penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu di bidang perpajakan, para peneliti
merujuk pada jenis strategi bisnis yang dikemukakan oleh Miles et al.,
(1978). Hal ini dikarenakan ukuran strategi bisnis perusahaan yang
dimilikinya dapat digeneralisasi di berbagai perusahaan dan industri
(Bentley et al., 2013). Penelitian terdahulu menemukan bahwa strategi
bisnis baik prospector maupun defender berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak (Arieftiara et al., 2015; D. Higgins et al., 2015; D. M.
Higgins et al., 2011; Husnain et al., 2021; Sadjiarto et al., 2020).

Dyreng et al. (2008) menjelaskan bahwa prospector memiliki karakteristik
diantaranya berfokus pada inovasi dan kegiatan R&D, memiliki
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intellectual property, membayar royalti, serta cakupan pasar yang luas
termasuk pasar luar negeri. Untuk melakukan semua hal tersebut,
prospectors membutuhkan banyak sumber daya dan modal. Penghindaran
pajak dapat memberikan manfaat berupa penghematan biaya pajak dan
meningkatkan laba setelah pajak. Hal ini tentunya akan sangat
menguntungkan bagi prospectors, karena prospectors dapat mengalihkan
sumber daya yang dimilikinya ke kegiatan yang dapat menunjang bisnis
perusahaan, seperti inovasi, R&D, dan sebagainya. Potensi resiko biaya
dan rusaknya reputasi yang ditimbulkan dari aktivitas penghindaran pajak
dapat tertutupi dengan kelebihan prospectors dalam permodalan dan
pembiayaan. Oleh karena itu, prospectors akan berusaha meminimalisir
resiko tersebut dengan menyewa jasa konsultan pajak agar dapat
membantu mulai dari proses perencanaan pajak sampai pelaporan pajak
dan tidak menutup kemungkinan hingga proses penyelesaian sengketa
perpajakan (Arieftiara et al., 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 1a adalah:
Hia : strategi bisnis prospector berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penghindaran pajak

Sebagaimana telah dibahas di atas, sebelum menjalankan aktivitas
penghindaran pajak, perusahaan perlu melakukan perencanaan serta
membutuhkan sumber daya dan biaya yang besar. Semakin agresif
penghindaran pajak maka potensi resiko yang ditimbulkan juga semakin
tinggi, tidak terkecuali bagi Defenders. Dalam hal ini, Defenders akan
lebih  mempertimbangkan resiko dari penghindaran pajak daripada
manfaatnya (D. M. Higgins et al., 2011), karena tingginya resiko biaya
bisa mengganggu keunggulan bersaing defenders. Walaupun demikian,
Defenders sangat berfokus pada minimisasi biaya, dan hal ini sejalan
dengan tujuan dan manfaat penghindaran pajak itu sendiri, yaitu
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mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas,
maka hipotesis 1b adalah:
Hib : strategi bisnis defender berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penghindaran pajak

Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan salah satu upaya penghindaran pajak dengan
cara menggeser pendapatan, biaya, ataupun laba diantaran para pihak yang
saling berafiliasi dengan tujuan meningkatkan laba dan mengurangi biaya
pajak (Amidu et al., 2019; Maulana et al., 2018; Robin et al., 2021). Saat
ini, transfer pricing tidak hanya menjadi isu perpajakan dalam transaksi
perusahaan multinasional (PMA) (Maulana et al., 2018), namun juga isu
perpajakan dalam transaksi yang dilakukan perusahaan swata nasional
(PMDN). Lebih lanjut, Maulana et al (2018) menyebutkan bahwa transfer
pricing menyebabkan pemerintah kehilangan potensi untuk memperoleh
pendapatan pajak karena tujuan perusahaan melakukan transfer pricing
adalah mengalihkan kewajiban perpajakan dari negara atau yurisdiksi
yang memberlakukan tarif pajak tertinggi ke negara atau yurisdiksi yang
memberlakukan tarif pajak terendah atau mengalihkan kewajiban
perpajakan dari perusahaan yang dipungut pajaknya dengan tarif tinggi ke
afiliasi yang dipungut pajaknya dengan tarif rendah. Berbagai literatur
telah membahas secara rinci faktor-faktor yang dipertimbangkan
manajemen dalam memilih metode transfer pricing yang akan digunakan.
Secara umum, faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua)
faktor yaitu 1) faktor eksternal (contohnya: kondisi ekonomi harga pasar,
regulasi pemerintah) dan 2) faktor internal (contohnya: jenis produk/jasa,
fungsi aset dan risiko) (Amidu et al., 2019). Beberapa penelitian terdahulu
menemukan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap

penghindaran pajak (Amidu et al., 2019; Bartelsman & Beetsma, 2003;



2.3.3.

34

Maulana et al., 2018; Ramdhani et al., 2019; Sikka & Willmott, 2010;
Taylor & Richardson, 2012). Merujuk pada penjelasan tersebut, hipotesis
penelitian yang akan diuji yaitu:

Hz : transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penghindaran pajak

Peran Konsentrasi Kepemilikan dalam Hubungan Strategi Bisnis,
Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak

Sebagaimana Pasal 18 UU PPh, pemilik perusahaan atau pemegang saham
utama dengan kepemilikan saham paling sedikit 25% diasumsikan
memiliki pengaruh yang besar dalam setiap pengambilan keputusan oleh
manajemen perusahaan termasuk keputusan mengenai strategi bisnis dan
penentuan transaksi transfer pricing. Ying et al. (2016) menemukan bahwa
konsentrasi kepemilikan secara signifikan dan positif berhubungan dengan
tingkat agresivitas pajak. Begitu pula dengan Boussaidi dan Hamed-
Sidhom (2021) yang menemukan adanya peran sentral konsentrasi

kepemilikan dalam meningkatkan agresivitas pajak.

Desai dan Dharmapala (2009) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan
konsentrasi kepemilikan tinggi menerapkan strategi penghindaran pajak
dan mungkin lebih agresif karena pemegang saham pengendali memonitor
perilaku manajer dan memberikan insentif kepada manajer untuk
melakukan penghematan pajak. Temuan ini didukung oleh Badertscher et
al, (2013) yang menyimpulkan bahwa pemegang saham pengendali
memberikan insentif lebih banyak untuk memantau perilaku manajer,
salah satunya aktivitas perencanaan pajak, dan memastikan setiap
kebijakan manajer menguntungkan pemegang saham. Pemegang saham
utama perusahaan cenderung berupaya melakukan strategi yang akan

berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan, baik strategi yang
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berfokus pada perluasan pasar dan produk baru (prospectors) maupun
strategi yang berfokus pada efisiensi biaya (defenders). Oleh karena itu,
pemegang saham akan tetap mempertimbangkan untuk melakukan strategi
penghindaran pajak dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin
besar manfaat dan semakin kecil resiko dari sautu strategi penghindaran
pajak, maka pemegang saham perusahaan akan mendorong manajemen
perusahaan untuk menerapkan strategi tersebut. Namun, apabila besarnya
manfaat juga diikuti dengan besarnya resiko yang harus ditanggung dari
strategi penghindaran pajak, maka pemegang saham akan mendorong
manajemen perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak
dan diiringi dengan langkah mitigasi resiko, seperti menyewa konsultan
pajak, menyesuaikan perizinan usaha, mengubah akta pendirian

perusahaan, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsentrasi kepemilikan diyakini

akan memperkuat pengaruh seluruh tipe strategi bisnis baik prospector

maupun defender terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis

3a dan hipotesis 3b adalah :

Hsa : Konsentrasi kepemilikan memperkuat pengaruh strategi
bisnis Prospector terhadap penghindaran pajak

Hsb : Konsentrasi kepemilikan memperkuat pengaruh strategi
bisnis Defender terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian empiris terkait hubungan kepemilikan saham dan
kebijakan transfer pricing membuktikan bahwa bahwa kepemilikan asing
memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penentuan kebijakan
transfer pricing (Cristea & Nguyen, 2016; Supriyati et al., 2021; Tran et
al., 2021). Kemudian, Chen, et al (2010) menyimpulkan bahwa perusahaan
yang lebih agresif pada pasar di luar negeri akan lebih agresif dalam
kebijakan transfer pricing. Namun, Liana, et al (2020) tidak membuktikan

adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kebijakan transfer
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pricing, tetapi kompleksitas praktik bisnis mungkin saja akan mendorong
perusahaan yang bersangkutan untuk menerapkan kebijakan transfer

pricing.

Berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa adanya kegiatan
perusahaan di luar negeri mendorong perusahaan untuk melakukan
transfer pricing. Namun, pada perkembangannya di Indonesia, isu transfer
pricing mulai diperluas menjangkau perusahaan-perusahaan lokal yang
berfokus menjalan kegiatan usahanya di dalam negeri, namun memiliki
hubungan dengan pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit
25%. Oleh karena itu, paradigma yang timbul dari isu tersebut adalah
setiap perusahaan dengan kepemilikan saham paling sedikit 25% diduga

melakukan praktik transfer pricing dalam rangka penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 4 adalah :
Hs : Konsentrasi Kepemilikan memperkuat pengaruh transfer

pricing terhadap penghindaran pajak
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3.2.

I11. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian bisnis dapat didefinisikan sebagai investigasi yang terorganisir,
sistematis, berbasis data, kritis, objektif, ilmiah atas masalah tertentu, yang
dilakukan untuk menemukan jawaban atau solusi permasalahan tersebut
(Sekaran, 2003). Merujuk pada klasifikasi penelitian yang Kothari (2004),
maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif,

empiris, dan kausal.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan proses penelitian Kothari
(2004, p. 11), yaitu diawali dengan merumuskan masalah penelitian,
kemudian dilanjutkan secara berturut-turut melakukan reviu literatur,
pengembangan hipotesis, penyusunan desain penelitian, penentuan sampel,
pengumpulan dan analisis data, pengujian hipotesis, interpretasi hasil
pengujian, dan terakhir, penyajian hasil penelitian beserta kesimpulannya.

Populasi dan Sampling

Sampling adalah proses pemilihan elemen, individu, atau objek dalam
populasi, sehingga dapat dibuat kesimpulan tentang keseluruhan populasi.
Populasi adalah sekumpulan elemen, individu, atau objek yang diteliti dan
dibuat kesimpulannya (Cooper & Schindler, 2014; Sekaran, 2003). Populasi
penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar (listed) di

BEI. Rincian sub-industri perusahaan manufaktur sebagaimana Lampiran 1.
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Desain sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dan

dengan teknik sampling yaitu judgment sampling. Judgment sampling

dilakukan dengan menetapkan Kriteria tertentu sehingga diperoleh elemen

yang dapat mewakili populasi dan memiliki informasi yang diperlukan

(Kothari, 2004; Sekaran, 2003). Sampling penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 111.1 Sampel Penelitian

No Kriteria* Eliminasi | Sampel
1 | Perusahaan bergerak di Sektor Manufaktur (Perusahaan dengan 252
Definisi Sub-Industri Mengandung Kata “Produksi”)**
2 | Perusahaan tidak melakukan publikasi Laporan Keuangan Audited 74 178
untuk periode tahun 2018-2022
3 | Untuk Variabel Strategi Bisnis, Perusahaan tidak melakukan 24 154
publikasi Laporan Keuangan Audited untuk periode tahun 2014-2017
4 | Perusahaan tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 1 153
(Unqualified)
5 | Informasi keuangan yang dibutuhkan tidak tersedia pada Laporan 8 145
Keuangan, seperti jumlah pegawai, nilai penjualan, dan sebagainya
Total Sampel 145%**
Total Sampel Tahun Perusahaan (Company-Year) 725
Catatan:

*data diupdate terakhir pada tanggal 2 Mei 2023.

** rincian sub-industri sektor manufaktur sebagaimana Lampiran 1.

*** rincian perusahaan sampel sebagaimana Lampiran 2.

3.3.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan subbab 3.1 dan subbab 3.2 di atas, maka data yang digunakan

adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dengan kuantitas atau angka

(Kothari, 2004). Data tersebut diperoleh dari sumber sekunder, yaitu data atau

informasi yang dikumpulkan dari sumber yang tersedia, contohnya catatan




3.4.

39

atau arsip yang dipublikasi, analisis industri, dan sebagainya (Sekaran, 2003).
Adapun sumber sekunder penelitian ini adalah laporan keuangan audited
untuk periode tahun 2018 s.d. 2022 yang telah dipublikasi oleh perusahaan
sektor Manufaktur yang terdaftar (listed) di Bursa Efek Indonesia.

Operasionalisasi Variabel

Menurut Cooper dan Schindler (2014), variabel merupakan representasi dari
suatu peristiwa, tindakan, karakteristik, sifat, atau atribut yang dapat diukur

dan yang dinilai. Variabel dalam penelitian ini, yaitu:

a. Variabel Independen
Variabel independen penelitian ini antara lain:

1. Strategi Bisnis
Variabel strategi bisnis (BSTRAT) terdiri dari variabel prospector
(PROSPECT), dan defender (DEFEND). Merujuk pada penelitian
Bentley, et al. (2013), terdapat 6 (enam) ukuran strategi bisnis yaitu

sebagai berikut:

i. Ratio of R&D to Sales (RDS) = Z&2Expense

Sales

Prospector banyak melakukan aktivitas inovatif, sehingga mereka
memiliki biaya riset dan pengembangan yang besar daripada
defender (Hambrick, 1983).

.- Sales; — Salesy_—
ii. Sales Growth = ———t1
Salest_4

Prospector memiliki pertumbuhan penjualan yang lebih besar daripada
defender (Ittner et al. (1997) dalam Higgins et al. (2011))
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Ratio of employee to sales (EMPS) = Total Employee

Sales

Defender sangat berfokus pada efisiensi organisasi, sehingga mereka

memiliki karyawan per penjualan yang lebih sedikit.

. Employee turnover (¢ EMP) = Std.Dev.(Total Employee)

Karyawan defender memiliki masa kerja yang lama, sehingga
memiliki perputaran karyawan yang rendah. Sebaliknya, karyawan
prospector memiliki masa kerja yang lebih pendek, sehingga

perputaran karyawan pun lebih tinggi

Selling and GA Expenses

SG&A to sales =

Sales

Prospector menghabiskan  lebih  banyak  waktu untuk
mempromosikan dan mengedukasi pelanggannya, sehingga

pengeluaran biaya SG&A lebih tinggi daripada defender.

Net Fixed Asset
Total Asset

Defender lebih banyak berfokus pada aset produksi, sehingga rasio

Capital intensity (CAP) =

intensitas modal akan lebih tinggi dibandingkan prospector
(Hambrick, 1983).

Teknik Pengukuran

Variabel strategi bisnis diukur dengan menggunakan skala rasio dan

skala ordinal. Teknik pengukuran adalah sebagaimana yang digunakan

dalam penelitian Bentley, et al. (2013), yaitu

Masing-masing jenis rasio pengukuran strategi bisnis di atas akan
dihitung rata-ratanya selama periode 5 tahun sebelumnya dan diberi
nilai berdasarkan quintile, dengan ketentuan:

» quintile teratas bernilai 5, dan quintile terbawah bernilai 1,

kecuali CAP yang diperingkat terbalik
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> Nilai setiap sampel dijumlahkan, sehingga diperoleh penilaian
sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 111.2 Kriteria Pengukuran Strategi Bisnis

L Nilai
Ukuran Strategi Bisnis Max | Min.

Ratio of R/D to sales 5 1
Sales Growth 5 1
Ratio of Employee to Sales 5 1
Employee Turnover 5 1
SGA to Sales 5 1
Capital intensity 5 1
Total Nilai 30 6
Prospector 24-30

Analyzer 13-23

Defender 6-12

e Variabel PROSPECT akan diberikan nilai 1 (satu) apabila
perusahaan sampel dikategorikan bertipe strategi prospector, dan
jika tidak, akan diberikan skor 0 (nol).

e Variabel DEFEND akan diberikan nilai 1 (satu) apabila perusahaan
sampel dikategorikan bertipe strategi defender, dan jika tidak, akan
diberikan skor 0 (nol).

Merujuk pada penelitian Higgins et al. (2015), peneliti tetap

menyertakan Analyzer sebagai tolok ukur, dan membatasi fokus

penelitian ini pada Prospectors dan Defenders.

. Transfer Pricing

Mekanisme yang berbeda telah digunakan sebagai proxy dari transfer
pricing. Peneliti memodifikasi proxy yang digunakan dalam penelitian
Amidu, dkk (2019), dan mengembangkannya sesuai kondisi dan

ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti PMK
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213/2016, PER-32/2011, dan lain-lain, sehingga diperoleh 6 (enam)

kriteria yang akan digunakan sebagai proxy penelitian, antara lain:

(1) memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang dikenakan
tarif pajak berbeda dan/atau lebih rendah;

(2) melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi yang dikenakan
tarif pajak berbeda dan/atau lebih rendah;

(3) memiliki dan/atau melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi
lainnya selain perusahaan afiliasi sebagaimana point (1) dan (2) di
atas;

(4) memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang berdomisili di
negara yang menerapkan tarif pajak berbeda dan/atau lebih rendah;

(5) melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi yang berdomisili
di negara yang menerapkan tarif pajak berbeda dan/atau lebih
rendah, dan;

(6) terdapat pembayaran royalti atas pemakaian aset tidak berwujud

kepada perusahaan afiliasi.

Teknik Pengukuran

Setiap kriteria di atas diberi nilai 1 (satu) jika kriteria tersebut terpenuhi
dan diberi nilai 0 (nol) jika kriteria tersebut tidak terpenuhi. Sehingga

diperoleh penilaian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 111.3 Kriteria Pengukuran Transfer Pricing

Kriteria pengukuran transfer pricing Skor
Max. | Min.

memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang dikenakan tarif 1 0
pajak berbeda dan/atau lebih rendah
melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi yang dikenakan tarif 1 0
pajak berbeda dan/atau lebih rendah
memiliki dan/atau melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi 1 0
lainnya selain perusahaan afiliasi sebagaimana point (1) dan (2) di
atas
memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang berdomisili di 1 0
negara yang menerapkan tarif pajak berbeda dan/atau lebih rendah
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Kriteria pengukuran transfer pricing Skor
Max. | Min.
melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi yang berdomisili di 1 0
negara yang menerapkan tarif pajak berbeda dan/atau lebih rendah
terdapat pembayaran royalti atas pemakaian aset tidak berwujud 1 0
kepada perusahaan afiliasi
Total Nilai 6 0

Skor maksimum 6 (enam) menunjukkan perusahaan terindikasi
melakukan manipulasi harga transfer (transfer pricing) atas transaksi
dengan pihak afiliasi, sedangkan skor 0 (nol) menunjukkan bahwa
perusahaan tidak terindikasi melakukan manipulasi harga transfer

(transfer pricing) pada transaksi dengan pihak afiliasi.

b. Variabel Dependen
Variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. Merujuk
Gerry Lietz (2013), maka fokus penelitian adalah legal tax avoidance, oleh
karena itu, proxy penelitian untuk mengukur atau menduga adanya praktik
penghindaran pajak pada perusahaan sampel adalah Cash ETR yang
dihitung dengan formula sebagai berikut:

Pajak yang dibayar tunai
Cash_ETR = Jax yang 14

Laba Sebelum Pajak

CASH ETR didefinisikan sebagai pajak penghasilan yang dibayarkan
secara tunai atas laba komersial sebelum pajak. Cash_ETR tidak
terpengaruh  manajemen laba, namun merepresentasikan strategi
penghindaran pajak dengan menunda pajak penghasilan ke periode
selanjutnya (seperti perbedaan metode penyusutan, pembentukan dan
realisasi cadangan biaya, dsb), serta aktivitas yang menghindari pajak
sepenuhnya (seperti pendapatan dan biaya yang melebihi batas kewajaran)
(D. M. Higgins et al., 2011). Semakin rendah nilai atau persentase CASH
ETR, maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak (Dyreng et al.,
2008).
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Permasalahan dapat muncul pada pengukuran ETR di atas, dalam hal
sampel mengalami kerugian atau terdapat kelebihan pembayaran pajak
(biaya pajak negatif). Hal ini dapat menyebabkan nilai ETR terdistorsi,
sehingga menjadi sulit diinterpretasikan. Oleh karena itu, peneliti merujuk
pada solusi yang diberikan Gupta dan Newberry (1997) dalam penelitian
Higgins et al (2011), sebagai berikut:

(1) menetapkan ETR sebesar 0 (nol) untuk perusahaan yang mengalami

kelebihan pembayaran pajak (biaya pajak negatif), dan

(2) menetapkan ETR sebesar 1 (satu) atau 100% untuk :

(@) Perusahaan yang mengalami kekurangan pembayaran pajak
(biaya pajak positif), namun pada tahun pajak yang sama juga
menderita kerugian (laba sebelum pajak negatif), dan

(b) Perusahaan dengan nilai penyebut ETR yang relatif Kkecil,
sehingga membuat nilai ETR menjadi terlalu besar ( > 1 (satu)
atau 100%)

Solusi permasalahan perhitungan Cash ETR di atas, dapat diilustrasikan

pada tabel di bawah ini

Tabel 111.4 Solusi Perhitungan Cash ETR

. Komersial Fiskal . Penetapan
Solusi L/R | Kesimpulan | LB/KB | Kesimpulan Hasil Cash ETR Nilai EF')I'R
(D) L L>0 LB KB=0 O/Laba=0 0
(D) R L=0 LB KB=0 0/0 = ~ 0
2 L L>0 KB KB > L Pajak/Laba > 100% | 1 atau 100%
2 R L=0 KB KB>L Pajak/0 = ~ 1 atau 100%
Catatan :

. L: Laba Komersial
. R : Rugi Komersial. Rugi adalah laba negatif atau tidak ada laba, maka laba = 0

. KB : Kurang Bayar Pajak

1
2
3. LB : Lebih Bayar Pajak. Lebih bayar pajak berarti tidak terdapat pembayaran pajak, maka KB =0
4
5

. Tarif pajak tidak mungkin di atas 100%, sehingga, jika terjadi hal yang demikian, nilai ETR ditetapkan
bernilai 1 atau 100%
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Permasalahan lainnya yang mungkin akan muncul adalah tidak
disajikannya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sampel dan
anak perusahaannya. Oleh karena itu, menurut Higgins, et al (2011), jika
nilai pajak yang dibayar tunai tidak tersedia, maka nilai pajak kini yang
akan digunakan.

. Variabel Moderasi

Variabel moderasi penelitian ini adalah Konsentrasi Kepemilikan (OWN.
CONCEN). Variabel konsentrasi kepemilikan (OWN.CONCEN) akan
diukur dengan merujuk pada Pasal 18 UU PPh, yaitu kepemilikan saham
paling sedikit 25%. Pemegang saham yang memenuhi persyaratan di atas
diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan
keputusan atas aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian,

konsentrasi kepemilikan akan diukur sebagai berikut:

Jumlah kepemilikan saham di atas 25%

OWN.CONCEN = Total Modal Saham

. Variabel Kontrol

Variabel kontrol penelitian ini antara lain:

(1) Leverage (LEV) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
menyelesaikan semua pinjamannya. Bunga pinjaman merupakan
pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak, sehingga jumlah
pajak terutang menjadi berkurang. Hal ini perlu dikontrol untuk
memastikan bahwa penghindaran pajak tidak berasal dari jumlah
pinjaman yang tinggi (Arieftiara et al., 2015). Merujuk pada penelitian
Avrieftiara et al (2015), Rasio ini diukur dengan:

_ Debt (Short Term Loan & Long Term Loan)

LEV
Total Assets




)

(3)
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Ukuran perusahaan (SIZE). Ukuran perusahaan diperlukan untuk
mengontrol  kemampuan manajemen Yyang berbeda dalam
menjalankan kegiatan operasional perusahaan di berbagai situasi yang
dihadapi (Faradiza, 2019) dan motivasi politis perusahaan untuk tidak
melakukan penghindaran pajak dalam jumlah yang signifikan agar
tidak menjadi perhatian publik atau fiskus (Arieftiara et al., 2015).
Merujuk pada penelitian Zhang et al (2022), rasio ini diukur dengan:

SIZE = In (Total Assets)

Profitabilitas (PROFIT). Tindakan penghindaran pajak dicerminkan
dari perolehan laba perusahaan yang rendah atau bahkan kerugian
selama beberapa tahun, namun perusahaan yang bersangkutan tetap
dapat beroperasi secara normal. Kondisi ini merupakan suatu indikasi
bahwa perusahaan telah berupaya melakukan profit shifting
(pergeseran laba). Merujuk pada penelitian Bentley et al (2013), rasio

ini diukur dengan:

Laba Setelah Pajak (Net Profit)
Total Asset

Return on Asset =

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan
sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan dan
laba, maka semakin baik kemampuan manajemen perusahaan
mendayagunakan sumber dayanya, maka semakin tinggi pula
perolehan pendapatan dan laba perusahaan. Namun demikian, secara
logis, profitabilitas tidak secara langsung mempengaruhi
penghindaran pajak, melainkan akan memotivasi manajemen
perusahaan untuk melakukan manajemen laba dan akhirnya

mempengaruhi nilai pajak terutang.
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Operasionalisasi variabel di atas sebagaimana dirinci pada Lampiran 3.

3.5. Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan di atas, model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hia, Hib
STRATEGI BISNIS (BSTRAT) >
1 H Penghindaran Pajak
o (TAX AVOIDANCE
TRANSFER PRICING S R (TAVOID))
(TPRICE) T
Ha

KONSENTRASI KEPEMILIKAN
(OWN.CONCEN)

Gambar I11.1 Kerangka Pemikiran.

3.6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul diproses dan dianalisa sesuai dengan desain penelitian
yang telah dibuat agar tujuan penelitian dapat tercapai. Secara teknis, analisa
data mencakup aktivitas pengeditan, pengkodean, klasifikasi, dan tabulasi
data (Kothari, 2004). Analisis data dapat dilakukan baik dengan bantuan
statistika dan /atau tanpa bantuan statistika (Sugiarto, 2017).

Sesuai uraian pada subbab 3.1, maka penelitian dilakukan dengan analisis
kuantitatif. Data penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan
data cross-section dan data time-series (Gujarati & Porter, 2009). Data panel
dianalisa menggunakan statistik deskriptif, uji penentuan model, uji asumsi
klasik, dan moderated regression analysis (MRA) sebagai uji hipotesis, serta

diproses dengan bantuan software EviewsSV12. Adapun diagram alir
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penelitian adalah sebagaimana Lampiran 4, dan dijelaskan lebih rinci sebagai
berikut :

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan informasi yang dapat
digali dari data dengan cara mendeskripsikan, meringkas dan menjelaskan
data terkait ukuran pemusatan (central tendency), dan variasi data ataupun
bentuk distribusi data (Sugiarto, 2017).

Penentuan Model Sampel

Terdapat tiga model yang dapat digunalan dalam analisis regresi data
panel, yaitu common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan
random effect model (REM). Penentuan model yang paling sesuai dapat
dijelaskan dengan rinci sebagai berikut :

a. Uji Chow
Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai
diantara common effect model (CEM) dan fixed effect model (FEM).
Hipotesis pengujian ini sebagai berikut:
Ho : common effect model (CEM)
H: : fixed effect model (FEM)
Jika Prob. Chi Square > 0,05, maka Ho diterima, dan model terpilih
adalah CEM. lJika hasilnya sebaliknya, maka model terpilih adalah
FEM.
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b. Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai
diantara fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM).
Hipotesis pengujian ini sebagai berikut:
Ho : random effect model (REM)
Hy : fixed effect model (FEM)
Jika Prob. Chi Square > 0,05 , maka Ho diterima, dan model terpilih
adalah REM. Jika hasilnya sebaliknya, maka model terpilih adalah
FEM.

c. Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier
Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan
model yang paling sesuai diantara common effect model (CEM) dan
random effect model (REM). Hipotesis pengujian ini sebagai berikut:
Ho = common effect model (CEM)
H: = random effect model (REM)
Jika Prob. Chi Square > 0,05 , maka Ho diterima, dan model terpilih
adalah CEM. Jika hasilnya sebaliknya, maka model terpilih adalah
REM.

Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi data panel, common effect model (CEM) dan fixed
effect model (FEM) menggunakan pendekatan Ordinary Least Square
(OLS), sedangkan pada random effect model (REM) menggunakan
pendekatan Generalized Least Squares (GLS). Sebelum digunakan dalam
pengujian hipotesis, model regresi harus memenuhi BLUE (Best Linear
Unbiased Estimator) yaitu linear, tidak bias, dan memiliki varians
minimum, dll (Gujarati & Porter, 2009; Sekaran, 2003) yaitu dengan

melakukan pengujian asumsi klasik sebagai berikut :
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a. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi homoskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser,
yaitu melakukan regresi atas variabel-variabel bebas terhadap nilai
absolute residual. Kesimpulan tidak adanya permasalahan
heteroskedastisitas diketahui, jika nilai sig. > 0,05.

Masalah heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross-section
dibandingkan data time-series, dengan demikian, heteroskedastisitas
lebih mungkin terjadi pada data panel karena sifat datanya lebih
mendekati data cross-section dibandingkan data time-series. Oleh
karena itu, jika pada pengujian diatas terjadi permasalahan
heteroskedastisitas, maka hal ini dapat diatasi dengan memberikan
bobot (weighted) pada setiap data observasi. Metode ini dikenal dengan
Generalized Least Square (GLS). Oleh karena itu, pemberian bobot ini
tidak mungkin dilakukan pada model REM karena model REM juga
menggunakan pendekatan GLS. Hal ini pula yang menjadi alasan
bahwa pada Model REM tidak perlu lagi dilakukan pengujian
heteroskedastisitas (Greene, 2003; Gujarati & Porter, 2009; Moon &
Perron, 2006).

b. Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas dilakukan dengan Uji Jarque-Bera.
Kesimpulan tidak adanya permasalahan normalitas data diketahui, jika
probabilitas > 0,05. Jika hasil pengujian menyimpulkan bahwa data
tidak berdistribusi normal, maka merujuk pada Teorema Limit Pusat
(Central Limit Theorem), maka distribusi dari jumlah data yang lebih

besar dari 30, akan mendekati distribusi normal (Islam, 2018).
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¢. Uji Multikolinearitas

Pengujian asumsi multikolinearitas dilakukan dengan correlation
matrix, jika koefisien dari setiap variabel independen lebih dari 0,80,

maka terdapat multikolinearitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW).
Kriteria ada tidaknya permasalahan autokorelasi pada model regresi

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

0 dL du 4-dU 4-dL 4

Autokorelasi Ragu- Tidak ada Ragu- Autokorelasi
Positif Ragu Autokorelasi Ragu Negatif

Gambar 111.2 Kriteria Uji Autokorelasi.

Dimana: d: Nilai DW hitung; dU: Nilai batas atas / upper DW tabel; dL: Nilai batas
bawah / lower DW tabel

Dengan demikian, kesimpulan tidak adanya permasalahan autokorelasi
diperoleh apabila:

du<d<4-du
Seperti halnya masalah heteroskedastisitas, masalah autokorelasi juga
dapat diatasi dengan memberikan bobot (weighted) pada model. Oleh
karena itu, pada model REM, uji autokorelasi tidak perlu dilakukan lagi
(Greene, 2003; Guijarati & Porter, 2009; Moon & Perron, 2006).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Moderated Regression
Analysis (MRA). Model ini menjalankan 2 (dua) model regresi, yaitu:

model regresi (1) hanya mencakup efek utama (main effect) saja, dan;
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model regresi (2) mencakup efek utama (main effect) dan ‘interaksi’

(interaction effect) (Hartmann & Moers, 1999). Oleh karena itu, model

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 111.5 Model Penelitian

Model Penelitian

Main Effect CASH ETR;; = a; + /1PROSPECT;; + B, DEFEND;, + [3TPRICE; + ...(1)

BsOWN.CONCEN;, + BoPROFIT; + B4SIZE; + &

Interaction |CASH ETR;; = a; + f1PROSPECT;; + B,DEFEND;; + [B3TPRICE;; + ...(2)
Effect BLOWN.CONCEN;; + BsPROSPECT;; X OWN.CONCEN;; + ScDEFEND;; X
OWN.CONCEN;; + B;TPRICE;; X OWN.CONCEN;; + BgPROFIT;; +
BoSIZE; + &
Dimana:

- aadalah konstanta, dan fadalah koefisien dari masing-masing variabel

- Variabel Dependen dinotasikan dengan CASH ETR
- Variabel Independen dinotasikan dengan 7PRICE (Transfer Pricing), PROSPECT (strategi

Propectors) dan DEFEND (strategi Defender)

- Variabel Kontrol dinotasikan dengan PROFIT (Profitabilitas) dan S/ZEF (Ukuran

Perusahaan)

- Variabel Moderating dinotasikan dengan OWN.CONCEN (Konsentrasi Kepemilikan)

A. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) dilakukan untuk mengukur kemampuan
model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kriterianya
adalah:

1) Jika R? mendekati nol (0) dapat diartikan variabel independen
memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel
dependen.

2) Jika R? mendekati satu (1) berarti variabel independen memiliki
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variabel dependen.
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B.Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil
uji-F diketahui dengan ketentuan :
- Jika nilai probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak
- Jika nilai probabilitas < 0,05 maka hipotesis diterima

C.Ujit
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Hasil uji-t diketahui dengan
ketentuan :
1) Pengujian Hipotesis 1
Jika B1 < 0 dan sig. PROSPECT / DEFEND < 0,05/0,1/0,01, maka
hipotesis Hia dan Hip didukung
2) Pengujian Hipotesis 2
Jika B3 < 0 dan sig. TPRICE < 0,05/0,1/0,01, maka hipotesis H;
didukung

Namun demikian, jika koefisien setiap variabel independent tidak
sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif), maka hipotesis tetap

akan ditolak, walaupun probabilitas variabel tersebut < 0,05.

D. Uji Interaksi
Kekuatan interaksi variabel moderator dapat dikelompokan menjadi 3

(tiga) jenis yaitu: homologizer moderator, pure moderator, dan quasi
moderator (Sharma et al., 1981; Sugiono, 2004), yang dapat

digambarkan sebagai berikut :
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Tabel 111.6 Kategori Variabel Moderator

Interaksi antara Moderator Hubungan antara Moderator dan Dependen
dan Independen Ada Hubungan Tidak Ada Hubungan

Intervening, Exogenous,

Tidak Ada Interaksi Antecedent atau Independen

Homologizer Moderator

Ada Interaksi Quasi Moderator Pure Moderator

Adapun Kriteria penentuan efek moderasi adalah sebagai berikut:

Tabel 111.7 Kriteria Penentuan Efek Moderasi

No Tipe Moderasi Probabilitas
Model Hasil

1 | Pure Moderasi (1) B4 Tidak Signifikan

2 Bs, Bs, dan 7 Signifikan
2 | Quasi Moderasi ) B4 Signifikan

(2) Bs, Bs, dan B7 Signifikan
3 | Homologiser Moderasi (1) B4 Tidak Signifikan

) Bs, Bs, dan B7 Tidak Signifikan
4 | Intervening, Exogenous, (1) B4 Signifikan

Antecedent atau Prediktor (2) Bs, Pe, dan 7 Tidak Signifikan

Keterangan:

B4 pada model (1) adalah variabel konsentrasi kepemilikan (OWN.CONCEN)

Bs, Ps, dan B7 pada model (2) adalah variabel interaksi antara masing-masing variabel
independen (strategi bisnis (PROSPECT dan DEFEND) dan transfer pricing (TPRICE))
dengan variabel konsentrasi kepemilikan (OWN.CONCEN) sebagai pemoderasi



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) merupakan bagian dari strategi bisnis
perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu menghasilkan laba maksimal,
dan pada akhirnya, melindungi dan menjamin kepentingan pemegang saham
untuk memperolen kekayaaan (penghasilan). Teknik atau metode
penghindaran pajak yang sering digunakan saat ini adalah transfer pricing.
Sesuai Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, praktik penghindaran pajak
banyak dilakukan oleh pihak-pihak dengan kepemilikan saham paling sedikit
25%. Masih terdapat inkosistensi hasil pengujian pada penelitian terdahulu,
oleh karena itu, pengaruh strategi bisnis dan transfer pricing terhadap
penghindaran pajak dengan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel
moderasi masih menarik untuk diuji kembali dan memiliki kemungkinan
untuk memberikan hasil pengujian yang berbeda bergantung isu dan peristiwa
yang terjadi pada periode waktu yang diteliti.

Pada penelitian ini, sampel penelitian berjumlah 725 perusahaan sampel.
Sampel diuji dengan regresi data panel. Adapun model penelitian yang
terpilih adalah Fixed Effect Model. Hasil pengujian statistik menunjukkan
bahwa :

1. Strategi bisnis prospectors terbukti berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan Hsu et al. (2018)
dan Arieftiara et al (2015). Kondisi pandemi COVID-19 dapat menjadi
salah satu faktor penyebabnya, karena selama pandemi, prospectors akan

kesulitan melakukan penetrasi pasar baru dan pengembangan produk baru.
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Oleh karena itu, untuk bertahan, prospectors akan berfokus pada
penguatan pasar domestik dan memanfaatkan insentif fiskal dari
pemerintah Indonesia, sehingga prospectors tidak akan terlalu memikirkan
dan mempertimbangkan untuk melakukan penghindaran pajak.

. Strategi bisnis defenders terbukti berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penghindaran pajak, hasil ini konsisten dengan Hsu et al., (2018),
Arieftiara et al., (2015) dan Lopo Martinez & Ferreira (2019). Akses
keuangan yang sulit membuat defenders agresif dalam perpajakan agar
dana perpajakan yang tersedia dapat direalokasi untuk investasi guna
menjaga kelangsungan dan daya saingnya. Tidak hanya itu, kondisi
pandemi COVID-19 memaksa prospectors untuk berfokus pada pasar
domestik, dan berpotensi mengancam posisi defenders. Oleh karena itu,
defenders akan berusaha melakukan efisiensi biaya perpajakan, untuk
dapat memperoleh dana tambahan dalam rangka memproteksi pasar.

. Transfer pricing terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan Amidu et al (2019),
Maulana et al (2018), Ramdhani et al (2019), Bartelsman & Beetsma
(2003), Sikka dan Willmott (2010), dan Taylor dan Richardson (2012).
Pemerintah memang memberlakukan peraturan terkait transfer pricing,
namun hal ini lazimnya hanya membatasi ruang gerak perusahaan untuk
melakukan penghindaran pajak melalui skema transfer pricing, dan bukan
meniadakan praktik penghindaran pajak itu sendiri. Kemudian, dapat
disimpulkan pula bahwa skema transfer pricing tidak hanya dapat
dilakukan dengan pihak afiliasi yang berada di luar negeri, namun juga
dapat dilakukan dengan pihak afiliasi di dalam negeri.

. Konsentrasi kepemilikan terbukti dapat memperlemah pengaruh strategi
bisnis prospectors terhadap penghindaran pajak. Moores (2009)
menjelaskan bahwa pemegang saham yang terkonsentrasi pada keluarga
tidak hanya berkepentingan pada aspek keuangan semata, namun juga
pada aspek keberlanjutan perusahaan. Dalam hal ini, resiko dari pandemi
COVID-19 jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan resiko dari aktivitas
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penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemegang saham yang terkonsentrasi
pada kepemilikan saham di atas 25% akan meminta manajemen
perusahaan untuk lebih mengutamakan strategi bisnis yang berdampak
pada kemampuan perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya
selama pandemi COVID-19, serta memanfaatkan insentif fiskal yang
diberikan selama masa pandemi COVID-19 dengan efektif dan efisien.

5. Konsentrasi kepemilikan tidak terbukti merupakan pemoderasi dalam
hubungan antara strategi bisnis defenders dan penghindaran pajak.
Pemilihan strategi bisnis Savitri (2018) menjelaskan bahwa konsentrasi
kepemilikan terutama keluarga tidak mempengaruhi strategi bisnis yang
dipilih untuk diterapkan. Pemilihan strategi bisnis harus memperhatikan
karakteristik dan keunikan perusahaan. Oleh karena itu, ketika strategi
bisnis dalam rangka penghindaran pajak justru dapat menimbulkan potensi
resiko kerusakan reputasi atau karakter perusahaan, maka kelayakan
strategi bisnis tersebut untuk diimplementasikan harus dipertimbangkan
kembali.

6. Konsentrasi kepemilikan terbukti dapat memperkuat pengaruh transfer
pricing terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin variatif
dan agresif kebijakan transfer pricing, maka intensitas aktivitas
penghindaran pajak semakin rendah, namun pemegang saham mayoritas
perusahaan (kepemilikan saham di atas 25%) akan berupaya melakukan
intervensi terhadap setiap kebijakan manajemen perusahaan, sehingga
meningkatkan intensitas aktivitas transfer pricing dalam rangka
penghindaran pajak. Dengan demikian, Hasil ini konsisten dengan Pasal
18 ayat (3) dan (4) UU PPh.

5.2. Keterbatasan

Pada penelitian ini masih ditemukan kekurangan dan keterbatasan yang dapat

diperbaiki pada penelitian selanjutnya, diantaranya:
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1. Periode tahun yang diteliti hanya mencakup periode tahun 2018-2022.

2. Sektor usaha yang diteliti terbatas pada sektor manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.

3. Penelitian ini hanya menggunakan salah satu jenis kepemilikan, yaitu
konsentrasi kepemilikan

4. Proxy variabel penghindaran pajak yang diteliti terbatas pada proxy Cash
ETR.

5. Strategi bisnis yang diuji hipotesisnya terbatas pada strategi bisnis
Prospectors dan strategi bisnis Defenders, namun strategi bisnis analyzers
tetap diikutsertakan dalam pengujian statistic sebagai tolak ukur (benchmark).

6. Variabel profitabilitas memotivasi manajemen perusahaan untuk
melakukan manajemen laba dan akhirnya mempengaruhi nilai pajak
terutang, dengan demikian, variabel profitabilitas tidak mempengaruhi
penghindaran pajak secara langsung. Hal ini pun menjadi keterbatasan dan

kelemahan dari penggunaan variabel profitabilitas dalam penelitian pajak.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak (DJP))

Peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia hanya

membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak,

namun tidak menghilangkan praktik penghindaran pajak itu sendiri. Oleh

karena itu, untuk meminimalisir upaya penghindaran pajak, maka peneliti

menyarankan kepada DJP sebagai berikut :

a. Memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib
Pajak. Upaya pembinaan dapat berupa melakukan himbauan dan
teguran kepada Wajib Pajak atas kesalahan dalam penghitungan,

penyetoran, dan pelaporan pajak sebelum upaya pemeriksaan
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dilakukan, sedangkan upaya pengawasan dapat berupa melakukan
pemeriksaan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

b. Bersikap tegas kepada para penghindar/pengelak pajak yang secara
sengaja tidak membayar tunggakan pajak diantaranya dengan
melakukan penyanderaan (gijzeling), bahkan melakukan penyelidikan
dan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak.

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki DJP agar
senantiasa dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Wajib
Pajak dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan perpajakan yang

berlaku di Indonesia.

. Bagi Manajemen Perusahaan
Perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment dimana Wajib
Pajak diberikan wewenang untuk menghitung kewajiban perpajakannya
secara mandiri, sehingga pemilik/pemegang saham/manajemen
perusahaan akan berupaya menghemat pengeluaran pajak dan
menjadikannya bagian dari strategi bisnis, salah satunya adalah transfer
pricing. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada manajemen
perusahaan sebagai berikut :

a. Melakukan analisis resiko dan manfaat (risk and benefit) yang
bertujuan mengukur resiko biaya perpajakan yang akan ditanggung di
masa depan. Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan sehubungan pemilihan strategi bisnis manajemen dan skema
transfer pricing.

b. Melakukan analisa kewajaran transaksi atas skema transfer pricing agar
harga transaksi yang digunakan sesuai dengan harga yang berlaku di

industri dan pasar.
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3. Bagi Akademisi (Penelitian Berikutnya)

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan,

peneliti menyarankan beberapa hal yang dapat dijadikan rujukan untuk

penelitian berikutnya, yaitu:

a. Penelitian ini dapat diuji kembali pada sektor usaha yang berbeda, seperti
sektor pertambangan, sektor jasa, dan sektor usaha lainnya, atau sektor
usaha yang dikenakan tarif pajak berbeda seperti sektor perbankan, dan
logistik;

b. Penelitian dapat mengunakan proxy penghindaran pajak yang lainnya,
seperti Book-Tax-Difference (BTD), Abnormal Permanent Difference,
Unrecognized Tax Benefit, dan lain lain (Hanlon & Heitzman, 2010; Lietz,
2013), serta Value Added Tax Rate (VATR) (Lopo Martinez & Ferreira,
2019);

c. Penelitian menggunakan jenis struktur kepemilikan yang lainnya, seperti
kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional,
dan sebagainya, baik diuji sebagai variabel moderasi maupun diuji sebagai
variabel independen;

d. Menambahkan aspek sengketa pajak dan manajemen laba sebagai salah
satu variabel independen;

Sehingga data dan hasil pada penelitian berikutnya dapat melengkapi

penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas

penghindaran pajak.
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